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Hahwa berdasarian jw | Y Pematuran Memtenn Pendidiban dan
N oebaday aan e 50 lahun 20014 temtang Penddinian  Satuan
Pensditihan Anak Usia Ihim, var nemyataban bahwa Satuan PALID

menntah  habupaten Kota, Pemenntah Desa

dapat diduban olch 1%

o dan belompol orang atau badan hubum

b Bahwa menungt  haul penchitian berhas permohonan hasil penchitan
berkas dan peminjauan lapangan pada  tangpal 14 September 2021,
maka A1 AR-RAYYAN yang didinkan oleh Yavasan Arravan Althaf
Fathan dianggap layak untub mendapathan lzin Rencana Operasional,

¢  Hahwa uv‘n:k mennghatkan Angha Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan
Anak Usia Dine, maka dipandang perlu meneraphan hebakan yang bisa
membenhan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun

Orany perorang

Non Formal,
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana
Operasional untuk KB AR-RAYYAN yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,

d

Mengingat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan

L.embaran Negara 4301);

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang

Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

ity

da

Nasional Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat Edaran MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018
tentang Pclaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten
Bandung,

peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bandung,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

mbusan :

tand
| Surat Permohionan Ketos  Yay asn Arrasan Althat Fathan Nomet
LIy AN )01 tany 188 I -“‘-u-|'-' I |
K ek ot Last boowseddimator Wilay ah Porvdidiban T S SAP dan Non
b osrrns! B ecamatan Paoet Noma B0 SN0 00 wmnpeal 9 s o mbher
1
hubas ot Perrzinan Jdan non peoizanan o binghungan Dimas Pendidhiban

boabupaeten Naodun b Loy tercantum Jdalam Peraturan Hupan Handuny
16 tabun 20019 maka dongan o ime Kepala Dina Pendidhiban

boaborsaten Handany

MEMUTUSKRAN

Memberihan Rehomendasi Penyelengparaan ( iperasional Kepada

KB AR-RAYYAN

Ash Handayvani, S Sos

Yavasan Arrayan Althal Fathan

Indah Fanda Dewn

Panca R 10304 Desa Nagrak Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung

Pemegang  Rehomendas)  sebagaimana dimaksud  diktum  PERTAMA
Neputusan i1, berpedoman  pada  Peraturan Menteni Pendidikan  dan
Kebuday aan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

Anak Usia Dini, dangan
Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati - Peraturan-peraturan Perundang

vang berlaku atau akan ditentukan kemudian,

Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan
i,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga
Pemegang Rekomendasi vang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional
vang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga)
tahun setelah rekomendasi ini  dikeluarkan sesuai  Peraturan  Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014,
Operasional ini berlaku sejak 17 September 2021 sampai dengan 16
September 2024
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